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ABSTRACT


          In the investigation of criminal offenses drugs, then that act is part detective dealing with narcotics in this regard narcotics unit. The division of tasks of this kind there are in each Regional Police in Indonesia. Action investigations conducted by the Police is the first process of the criminal proceedings.


          Investigation in principle aims to find and collect evidence, that the evidence it sought to make light of criminal acts that occur and to find the suspect. Steps or techniques of investigation of criminal drug include: Observation; Surveillance (stalking); Undercover Agent (Infiltration Agent); Purchasing Covert (undercover buy); Controlled Drug Submission (Controlled Dellivery); Raid Planning Execution (Execution Plan raids).


         The obstacles faced by investigators in performing their duties, among others: In conducting criminal investigations of drugs, barriers exist in terms of personnel in Samarinda Police are barriers of lack of special education obtained. In the investigation of drug cases should be minimal investigators never get educated about the investigation of drug cases. Lack of public knowledge about the characteristics of the drug. Drugs as a material that should always be supervised because of the hazardous nature, the drug should be known by the community characteristics. Society needs mengetahi the characteristics of narcotic plants in order to prevent the perpetration of the crime of drug. Until now, the community can be said about knowing the characteristics of the drug, there should be efforts to disseminate information about the characteristics of drugs.

ABSTRAK

Pada penyidikan tindak pidana narkoba, maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana. 
Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Langkah-langkah atau teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba antara lain : Observasi; Surveillance (pembuntutan); Undercover Agent (Penyusupan Agen); Pembelian Terselubung (undercover buy); Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Dellivery); Raid Planning Execution (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan).
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, antara lain : Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, hambatan dari segi personil yang ada di Polresta Samarinda merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri narkoba. Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkoba harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahi adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkoba. Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkoba

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikui proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana di dalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.
Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba yang semakin marak dewasa ini.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  TINDAK PIDANA MELANGGAR UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRESTA SAMARINDA”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang dan bagaimanakah langkah-langkah penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba serta apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaskanakan tugasnya.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Seseorang
Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kejahatan terorganisisr yang memiliki teknik dan taktik yantg canggih.
Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir, maka tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya di bidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu, maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika sebagai berikut :

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.

2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya di seluruh dunia sehingga dapat dikirim ke luar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertanggap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.

4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban, sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh Polres bekerjasama dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Pada penyidikan tindak pidana narkotika, maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
B. Langkah-langkah Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.
Untuk lebih memperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban, korban tindak pidana narkoba merupakan pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tindak pidana di luar tindak pidana narkoba. Masyarakat juga melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas. Dengan demikian, maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber, bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Selain sumber-sumber di atas, maka pihak-pihak Polres dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh pnyidik merupakan tindakan yang tepat, hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Ada beberapa motivasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik, yaitu :
1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.

2. Karena didorong oleh rasa aman.

3. Karena kesadaran dari bekas pecandu narkoba.

Dalam menggunakan informan, maka ada beberapa taktik atau yang digunakan oleh penyidik antara lain :
1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.

2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.

3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan.

4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.

5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenal agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri.
Adapun langkah-langkah atau teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba antara lain :

1. Observasi

Pengertian observasi yaitu meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat, sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi, haruslah diperhatikah hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum.

2. Surveillance (pembuntutan)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba, maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance. Pengertian surveillance adalah :

Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.

Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi surveillance dilakukan secara terus menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

3. Undercover Agent (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Pengertian undercover atau penyusupan adalah :
Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan sedemikan rupa, sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pindana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menhadapi orang-orang dari organisasi (sindikat) narkoba yang berbahaya. Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.
4. Pembelian Terselubung (undercover buy)
Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba. Pengertian pembelian terselubung atau undercover buy adalah :
Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung (undercover buy) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (undercover buy) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjualbelikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung perlu juga diupayakan pembelian terselubung.
5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Dellivery)
Penyerahan yang dikendalikan (controlled delivery) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/ penahanan/pensitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover agent) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkoba, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.

6. Raid Planning Execution (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)
Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barnag itu akan diserahkan kepada orang di bawah selubung dan masih ada di tangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada di tangan orang di bawah selubung, maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.
C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Tugasnya
Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi :
1. Personil

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, hambatan dari segi personil yang ada di Polresta Samarinda merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba.

Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerja sama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkoba dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.

2. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba
Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkoba harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahi adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkoba. Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkoba.
Pasal 31 UU No. 9 Tahun 1976 memberikan suatu premi bagi penyidik yang berhasil mengungkapkan atau membongkar tindak pidana narkoba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkoba yang sangat tertutup dan pelik masalahnya. Tetapi pemberian premi ini belum terlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut belum ada.
Tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba. Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkoba, seperti :

a. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba.

b. Penyuluhan yang dilakukan Polri sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.

BAB III P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada penyidikan tindak pidana narkoba, maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Bahwa langkah-langkah atau teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba antara lain :

a. Observasi;

b. Surveillance (pembuntutan);

c. Undercover Agent (Penyusupan Agen);

d. Pembelian Terselubung (undercover buy);

e. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Dellivery);

f. Raid Planning Execution (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan).

3. Bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

a. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, hambatan dari segi personil yang ada di Polresta Samarinda merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri narkoba. Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkoba harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahi adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkoba. Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkoba.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat psikotropika dan buku ini disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis psikotropika yang beredar di masyarakat.

3. Hendaknya diusahakan penambahan personil dari Kapoltabes Samarinda karena untuk proses penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas daripada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing.
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